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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA UATARA

Nama : Ernita Bangun

NIM : 041801018

Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing | : Drs. Kariono, MA
Pembimbing Il  : Drs. Humaizi, MA

Dalam rangka memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk
meningkatkan kemampuan  mengolah, . mengelola, menyalurkan, dan
mendistribusikan informasi dan pelayanan publik, pemerintah harus segera
melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses
transormasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan
teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta
membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan
instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses
ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiaman Implementasi
Kebijakan E-Government pada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara serta faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Sampel diambil secara purposive sampling,
sebanyak 63 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriftif
guna mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan E-Government pada
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dilihat dari
indikator input, proses, output dan outcomes kebijakan e-government, belum
berjalan dengan baik. Hambatan utama dalam ‘implementasi kebijakan e-
government berupa hambatan secara internal pemerintah( good will, sumberdana
dan teknologi) yang masih kurang. Sedang secara eksternal berupa masih belum
siapnya budaya masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi dalm e-
government.

Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan E-
Government pada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, perlu adanya political will
dari Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara (Gubernur dan DPRD), dalam
bentuk :

a) Dukungan kepemimpinan politik yang memiliki komitment berkelanjutan

b) Menyediakan alokasi dana yang telah dianggarkan dan siap untuk dicairkan

c) Kesepakatan melakukan koordlintas lintas sektoral

d) Kesiapan dari seluruh SDM pemerintah daerah untuk belajar dan mengubah
cara kerjanya sesuai dengan transformasi yang diinginkan

e) Usaha untuk mensistemkan atau menginstusionalkaan konsep e-government
agarangsung terus menerus (memiliki sustainability yang tinggi).

Key words : Implementasi Kebijakan, e-government.
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BAB |

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan
berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem
kepemerintahan yang demokratis, transparan serta meletakkan supremasi
hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi
penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana
kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral. Namun
setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh
berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah harus
mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi
negara, pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas,
agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan
ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru.
Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi
aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.

Penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara itu
terjadi pada lingkungan kehidupan antar bangsa yang semakin terbuka,
dimana nilai-nilai universal di bidang ekonomi dan perdagangan, politik,
kemanusiaan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup saling berkaitan
secara kompleks. Apa yang dilaksanakan tidak akan lepas dari pengamatan
masyarakat internasional. Dalam hal ini pemerintah harus mampu
memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional
agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia
pada posisi yang serba salah. Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada
saat dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat

informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi
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pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan,
pengelolaan , dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar
secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan
media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai
transaksi  internasional, terutama dalam transaksi perdagangan.
Ketidapmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut
akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu
keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu
memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang tengah kita
laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju
masyarakat informasi.

Perubahan - perubahan di atas menuntut terbentuknya
kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan
perubahan secara efektif. Pemerintah harus mampu memenuhi dua
modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu:
masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan
masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan
terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif dan masyarakat
menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian pemerintah
harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan
kebijakan negara.

Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah pusat dan daerah
harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem
manajemen, dan proses kerjanya yang antara lain meliputi: selama ini
pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada
tatanan birokrasi yang kaku. Sistem dan proses kerja semacam itu tidak
mungkin menjawab perubahan yang kompleks dan dinamis, dan perlu

ditanggapi secara cepat. Oleh karena itu di masa mendatang pemerintah
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